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Ahmad Suhail, B111 10 482, dengan judul skripsi “Aspek Hukum
Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar” Makassar, Penulisan
Hukum (Skripsi), 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sejauh mana
implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29
undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di wilayah kota
Makassar yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kendala-kendala yang
dihadapi pemerintah kota dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di
wilayah kota Makassar, serta solusinya.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat
deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Kantor Pemerintah Kota Makassar.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah
pendekatan model dengan interaktif.
Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi
ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang
nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di Kota Makassar yang
dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar yaitu dengan penyusunan Perda
RTRW Kota Makassar sebagai petunjuk pelaksanaan pengganti Perda RTRW
Kota Makassar tahun 2005-2015 yang sudah tidak relevan dengan
perkembangan pembangunan nasional saat ini. Wujud dari koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang demi mendapatkan nilai minimal proporsi
ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari total wilayah Kota yaitu berupa
perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang kota. Hal tersebut dapat
diwujudkan dengan kerjasama baik dari Pemerintah Kota, masyarakat, swasta,
dan bersama organisasi non pemerintah.
Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Makassar oleh Pemkot Makassar,
masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu pemerintah dengan Raperda-nya
terus berupaya untuk meningkatkan kekurangan RTH dengan berbagai strategi
khusus. Mengingat bahwa luas Kota yang tidak dapat bertambah luas, maka
pemerintah lebih mengoptimalisasikan penyelenggaraan penertiban,
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan
pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus
meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap
memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di
pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat
memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan
ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.
Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan
serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum
dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat
strategik dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan
pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang
khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian,
fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open
spaces) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan
ruang dalam bentuk kajian berupa aturan aturan yang bersifat mengikat
dari pemerintah.
Permasalahan ini akan menjadi permasalahan mendasar terkait
dengan paradigma bahwa ruang sebagai salah satu sumber daya alam
yang tidak mengenal batas wilayah dimana Pasal 33 ayat 3 UUD 1945,
2yang menghendaki kita untuk menggunakan dan memanfaatkan bumi,
air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati oleh
generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang. Ini berarti,
di dalam pembangunan wilayah nasional perlu diterapkan asas
kelestarian bagi sumberdaya alam dan selanjutnya memanfaatkan
sumberdaya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup
manusia atau yang di kenal dengan konsep pembangunan
berkelanjutan
Dalam menjalankan tugas-nya negara diberi kewenangan-
kewenangan yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 yakni :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi dan ruang angkasa.
Yang dimana kewenangan tersebut bertujuan untuk mencapai
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan,
kesejahteraan dan kemerdekaan dan di dalam pelaksanaan-nya dapat
3dikuasakan oleh negara kepada daerah-daerah swantara dan
masyarakat-masyarakat hukum adat asalkan dalam implementasinya
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan
penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah didasarkan
pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. Dengan
pendekatan ini, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia terdiri atas : (a) penataan ruang wilayah nasional;
(b) penataan ruang wilayah provinsi; (c) penataan ruang wilayah
kabupaten; (d) penataan ruang wilayah kota, yang setiap wilayah ini
merupaka subsistem ruang menurut batasan administratif, apabila tidak
ditata dengan baik maka dapat mendorong ke arah timbulnya
ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketidaksinambungan
pemanfaaatan ruang.
Secara kontekstual pengertian “kewenangan” tidak di jelaskan di
dalam UUPR maka diperlukan pemahaman terhadap pasal 7 UUPR
secara keseluruhan. Ketentuan pasal 7 UUPR meletakkan dan
menegaskan “kewajiban negara“ dan “tugas pemerintah” untuk
menyelenggarakan penataan ruang bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dan untuk melaksanakan tugas tersebut, UUPR
memberikan “kewenangan” penyelenggaraan penataan ruang kepada
pemerintah dan pemerintah daerah secara hierarkis, nasional, provinsi,
4kabupaten/kota. Dengan demikian secara institusional (kelembagaan),
masing-masing pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewnangan
“atribusi” (asli dan penuh) dengan beberapa wewenang eksplisit
dan/atau implisit di dalam-nya.
Di dalam UUPR, kewenangan masing-masing pemerintah ini
telah diperinci dengan tegas, yakni wewenang pemerintah pusat
tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 UUPR. Wewenang daerah provinsi
tertuang dalam pasal 10, sedangkan wewenang pemerintah
kabupaten/kota tertuang dalam pasal 11 UUPR
Hal ini tentunya guna menjamin tercapainya tujuan dalam pasal
7 UUPR tersebut karna jika dikaitkan dengan dengan pengaturannya,
maka haruslah jelas mengenai batas, fungsi dan sistemnya dalam
pengelolaan suatu kawasan, kordinasi ini dimaksudkan untuk menjamin
semua kepentingan yang terkait serta keterpaduan dalam perencanaan,
pemanfaatan dan juga pengendalian1
Keberadaan UUPR tersebut diharapkan selain sebagai konsep
dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam
penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Tetapi hingga saat ini
kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini
terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya
permasalahan banjir dan longsor; semakin meningkatnya kemacetan
1 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana, Jakarta 2014
5lalu lintas di kawasan perkotaan; belum terselesaikannya masalah
permukiman kumuh; semakin berkurangnya ruang publik dan ruang
terbuka hijau di kawasan perkotaan; kebakaran hutan yang sudah
menjadi isu tahunan serta belum terpecahkannya masalah
ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah2.
Masalah ini timbul bukan hanya karena pemerintah tidak cepat
tanggap dalam mengahadapi persoalan lingkungan melainkan juga
akibat kurangnya kepedulian masyarakat dalam persoalan lingkungan
Padahal di Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa
memelihara tanah termasuk menambah kesuburan-nya serta
mencegah kerusakannya adalah juga kewajiban tiap-tiap orang, badan
hukum atau  instansi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah semata.
Dalam perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di
Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU
No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dimana
memberikan wewenang yang cukup besar kepada kepada daerah untuk
penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang
didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat
pemanfaatan ruang yang berbeda.
Dengan kewenangan sebagai subjek implementasi kebijakan
2 Imam S. Erwani, 2007 : 1
6otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk
mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung
jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan
kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius oleh
daerah, Implikasinya diperlukan kebijakan pengendalian lingkungan
hidup yang mengupayakan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lingkungan pembangunan
secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas
lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang
memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang
sedemikian kompleks. RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain
berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan sebagai paru-
paru kota.
Adapun sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No. 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi
RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
Sehingga konsekuensinya adalah pendistribusian penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur
oleh pemerintah. RTH sebagai ruang guna menampung kegiatan
konservasi lingkungan hidup kota harus dikaitkan dengan Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah
7Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.
Kota Makassar termasuk salah satu kota yang sedang giat dalam
melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga
pembenahan tata kota. Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada
di Makassar pada khususnya, memerlukan penanganan secara
struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat RTH
merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi
daerah yang sedang berkembang, karena RTH sebagai penyeimbang
kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah
Kota Makassar melalui perangkat pemerintahannya telah
merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai
dengan yang diamanatkan dalam UUPR,
Badan lingkungan hidup daerah (BLHD) Kota Makassar mencatat,
ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih kurang dan tidak seimbang
antara laju pembangunan. Dari sekitar 175 kilometer persegi luas kota
Makassar, RTH yang dimiliki kota Makassar hanya sekitar 8 % atau jauh
berada dibawah standar minimal menurut UU no. 26 Tahun 2007 yakni
30% .
Hal ini semakin diperparah oleh alih fungsi beberapa RTH seperti
Lapangan Karebosi yang telah direnovasi dan dibangun pusat
perbelanjaan di dalamnya sehingga mengurangi daya resap air ke
dalam tanah secara signifikan. Padahal karebosi juga berperan vital
untuk menetralisir intrusi air laut mengingat posisinya yang hanya
8beberapa ratus meter dari bibir pantai Kota Makassar.3
Menilik dari perkembangan Kota Makassar yang notabene terbentuk
secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan
menyeluruh. Kalaupun pernah ada tahap yang direncanakan semisal
seperti pembangunan Makassar dengan konsep smart city namun
dalam perkembangannya tumbuh dan berkembang secara tak
terkendali.
konsep Makassar smart city diperkenalkan dan menjadi populer
pada era pemerintahan bapak Ilham Arief Siradjuddin sebagai Walikota
Makassar, Konsep Smart city diluncurkan sebagai solusi untuk
mengatasi berbagai persoalan besar yang dialami Makassar dan ikut
menyeret daerah atau kawasan perkotaan sekitarnya, Setelah sempat
menjadi polemik, konsep smart city akhirnya gagal terwujud hingga
pergantian Walikota baru Makassar yang kini mengusung konsep
pemerintahan yang baru.
Secara sederhana konsep smart city memasukkan wilayah sekitar
kota-kota sekitar yang mengapitinya dalam suatu kesatuan wilayah
yang terintegrasi sehingga perencanaan pembangunan, pengaturan tat
ruang, pengelolaan, dan pengendalian kota Makassar dan kawasan
kota-kota penyanggah sekitarnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Melalui perencanaan seperti ini maka pencegahan dan pemecahan
3Agusan Jaya, “kondisi ruang terbuka hijau di makassar” diakses dari
http://bujurplanologi.blogspot.com/2014/02/kondisi-ruang-terbuka-hijau-kota-makassar.html
9berbagai masalah kronis, seperti banjir, kemacetan, kekumuhan,
kemiskinan, air bersih, dan penyakit-penyakit sosial lainnya bisa
dilakukan secara komprehensif, integratif, fundamental dan jangka
panjang.4
Kini luas ruang terbuka hijau di Kota Makassar setiap tahun semakin
berkurang, hal tersebut disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang
semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun untuk berbagai
keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lain-lain.
Semakin sempitnya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan
munculnya kerawanan dan penyakit sosial sifat individualistik dan
ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan di
masyarakat perkotaan. Disamping ini semakin terbatasnya RTH juga
berpengaruh terhadap peningkatan iklim mikro, pencemaran udara,
banjir dan berbagai dampak negatif lingkungan lainnya.5
Sesuai dengan uraian latar belakang yang singkat diatas, Penulis
merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sejauh apa
pemerintah kota Makassar mengimplementasikan pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam
wilayah kewenangan Pemerintah Kota Makassar, dengan memilih judul
: "Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar".
4 Bernhard Limbong, Opini Kebijakan Agraria, 2014
5 Ringkasan Eksekutif Pengkajian Pola Penghijauan Di Kota Bandung, Kerjasama Kantor Litbang
dan PPSDAL-UNPAD, www.bandung.go id
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B. RUMUSAN MASALAH
1. Sejauh mana implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka
hijau berdasarkan Perda No. 26 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata
Ruang wilayah Kota Makassar?
2. Apakah hambatan bagi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota
Makassar?
3. Bagaimana Peran masyarakat dalam pemenuhan ruang terbuka
hijau bersifat privat di Kota Makassar?
C. TUJUAN PENELITIAN
Setiap kegiatan penelitian terlebih lagi penelitian ilmiah tentunya
memiliki tujuan-tujuan khusus. Tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian ini, penulis membagi kedalam dua kelompok yakni sebagai
berikut :
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui implementasi ketentuan penyediaan ruang
terbuka hijau berdasarkan Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang di Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah
Kota khususnya Dinas Tata Ruang Kota dan Badan lingkungan




a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan
dan kemampuan analisis penulis mengenai ilmu Hukum
khususnya Hukum Kebijakan Publik dalam ketentuan
penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota.
b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori Hukum
Administratif Negara dalam memecahkan atau mengatasi
permasalahan ruang terbuka hijau yang ada dilapangan.
c. Memberikan sumbangan dan masukan guna referensi tentang
penilaian kualitas pelayanan publik khususnya Kebijakan Publik
dalam ketentuan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau oleh Pemerintah Kota Makassar.
d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh
gelar kesarjanaan di bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.
D. MANFAAT PENELITIAN
Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat
diberikan. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum
khususnya Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara.
b. Hasil penelitian ini memberikan wacana dalam rangka upaya
penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Makassar.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi
pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam
merumuskan strategi dalam rangka penyediaan dan
pengelolaan ruang terbuka hijau.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi
semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga





A. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan
1. Pengertian
Istilah Hukum Lingkungan terdiri dari kata "Hukum" dan
"Lingkungan". Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum
sebagai" keseluruhan asas dan norma yang mengatur perilaku
manusia di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan
proses untuk mewujudkan berlakunya norma di masyarakat" 6.
Hakikat hukum adalah norma atau kaidah yang menetapkan
perintah, larangan dan kebolehan. Asas merupakan dasar rasional
untuk memberikan justifikasi mengapa norma tertentu harus
diberlakukan dan dipertahankan berlakunya di dalam masyarakat.
Lembaga dan proses adalah sarana maupun mekanisme untuk
mewujudkan berlakunya norma dalam kenyataan. Oleh karena itu,
hukum tidak semata-mata kaidah, namun juga meliputi proses
beserta lembaga untuk mempertahankan kaidah tersebut. Istilah
Lingkungan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH).
Menurut Pasal 1 angka 1 UUPLH, lingkungan hidup ialah :
"Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan
6 Mochtar Kusumatmadja, 1976: 15
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makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya ". Unsur-unsur lingkungan
hidup mencakup :
1. Lingkungan non hayati yang dibentuk oleh sumber daya
alam non-hayati;
2. Lingkungan hayati yang dibentuk oleh sumber daya alam
hayati;
3. Lingkungan buatan yang dibentuk oleh sumber daya
buatan;
4. Lingkungan sosial yang dibentuk oleh perilaku manusia.
Melalui pendekatan ekosentris dan bukan antroposentris,
pengelolaan masing-masing sub-lingkungan di atas tidak dapat
berjalan sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara holistik untuk
kepentingan lingkungan itu sendiri. Pembebanan yang tidak
seimbang pada salah satu sumber daya lingkungan hidup
menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan kemampuan
lingkungan dalam mendukung kelangsungan kehidupan manusia itu
sendiri maupun makhluk hidup lainnya.
Hukum lingkungan dengan demikian dapat diartikan sebagai
keseluruhan asas dan norma yang mengatur perilaku manusia di
dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk
mewujudkan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk
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manusia dan perilakunya sebagai satu kesatuan yang mampu
mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan batasan ini, Hukum
Lingkungan diharapkan dapat berperan sebagai "agent of stability"
dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, serta
sebagai "agent of development" dan "agent of change" dengan
fungsi sebagai sarana pembangunan. Fungsi ini seirama dengan
tujuan hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, yakni
“untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara ".
2. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan
kegiatan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup, baik
pada tahap penentuan kebijakan, penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendaliannya untuk mencapai kelestarian fungsinya. Dalam
rangka hal itu, ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan,
antara lain :
a. Prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap
orang (Sic Utere Tuo ut Alienum Non Laedas) Prinsip ini dimuat
sebagai pertimbangan utama di dalam pembentukan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 dan merupakan penjabaran dari
Prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan
16
sebagai berikut : "Man has the fundamental right to freedom,
equlity and adequate conditions of life, in an environment of a
duality that permits a life of dignity and well-being, and he bears
a solemn responsibility to protect and improve the environment
for present an future generations". Manusia memiliki hak
kebebasan yang mendasar, persamaan dan kondisi kehidupan
yang mencukupi dirinya, di dalam suatu lingkungan yang
menghargai adanya martabat manusia dan tanggungjawab untuk
melindungi lingkungan demi kepentingan generasi yang akan
datang. Prinsip tersebut mengandung 2 (dua) dimensi.
Pertama, Pemerintah mengakui bahwa Lingkungan Hidup
yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang harus mendapat
perlindungan dari semua pihak. Khususnya bagi Pemerintah,
bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak ini
adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk
mengambil bagian dalam prosedur administratif : seperti
berperan serta atau hak banding terhadap penetapan
administratif.
Kedua, merupakan bentuk perlindungan ekstensif (luas)
terhadap hak-hak perseroangan, sehingga dapat memberikan
landasan gugatan hukum atau hak menuntut kepada setiap
orang yang merasa haknya atas Lingkungan Hidup yang baik dan
sehat diganggu pihak lain. Menurut Reinhard Streiger, hak
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menggugat atau menuntut atas Lingkungan Hidup yang baik dan
sehat mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:
 Fungsi untuk bertahan, yakni hak setiap orang untuk
mempertahankan diri dari tindakan-tindakan pihak lain
yang merugikan Lingkungan Hidupnya.
 Fungsi untuk menuntut, yakni hak dari setiap orang untuk
menuntut suatu tindakan yang bertujuan memelihara,
memulihkan atau memperbaiki Lingkungan Hidupnya.7
b. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan (ecodevelopment) adalah salah satu prinsip yang
juga dijadikan dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
(Pasal 1 butir 3 UUPPLH). Prinsip ini menekankan agar
pembangunan dapat memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, sesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan dan dilakukan dengan pendekatan
ekosistem (ecological approach), yakni kegiatan pembangunan
yang memperhatikan kepentingan lingkungan sebagai tanggung
jawab semua pihak. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3)
7 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 1999: 128, Gadjah Mada University Press,
jogjakarta 1992
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Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan lebih lanjut di dalam
arah dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang
mengamanatkan bahwa pembangunan nasional di bidang
sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya
merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi
dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.
Dengan kata lain, prinsip pembangunan berwawasan
lingkungan merupakan suatu sarana untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Untuk
dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan
sumber alam dalam segala usaha pendayagunaannya harus
memperlihatkan keseimbangan lingkungan dan kelestarian
kemampuannya, sehingga dapat memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat
maupun bagi kepentingan generasi yang akan datang.
Sekjen PBB Ban Ki Moon pernah mengatakan :
“Pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan panggilan
untuk mewujudkan standar hidup yang layak bagi semua orang
saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.”
Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola
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sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa
sumbersumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional
dan bijaksana. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan
dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu
ecodevelopment. Pendekatan ini tidak menolak diubah dan
diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan
manusia. Tetapi "kesejahteraan manusia" mengandung makna
lebih luas, mencakup tidak hanya kesejahteraan material,
pemenuhan kebutuhan generasi hari kini, tetapi juga mencakup
kesejahteraan non fisik, mutu kualitas hidup dengan Lingkungan
Hidup yang layak dihidupi (liveable environment) dan jaminan
bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi
generasi masa depan Seperti yang dikatakan bapak Ban Ki
Moon. 8
Karena itu, tidak berlebihan bilamana Koesnadi
Harjasoemantri menyatakan prinsip pembangunan berwawasan
lingkungan sebagai kata kunci (keywods) dalam rangka
melaksanakan pembangunan dewasa ini maupun di masa
mendatang 9.
Pembangunan berkelanjutan merupakan program
nasional, bahkan program dunia sebagaimana dicetuskan oleh
8 Bernhard Limbong, Opini Kebijakan Agraria, 2014
9 Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 12
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Komisi Khusus yang dibentuk PBB, yakni Komisi Dunia
Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commision on
Environment and Development) pada Tahun 1987 dalam
laporannya yang berjudul "Hari Depan Kita Bersama" (Our
Common Fulture). Sebagai program nasional, maka menjadi
kewajiban setiap orang untuk mensukseskannya dengan jalan
berpikir, berperilaku maupun berkarya yang didasarkan pada
prinsip-prinsip Hukum Lingkungan serta prinsip-prinsip
pelestarian kebudayaan. Apabila keseimbangan lingkungan
terganggu maka kualitas lingkungan juga berubah. Padahal
kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam
atau kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup
manusia.
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Ruang
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Ruang
Berikut ini merupakan pengertian dan konsep dasar dari tata
ruang, baik menurut peraturan perundang-undangan yang baru yaitu
Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
maupun menurut beberapa ahli.
a. Ruang
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, ditegaskan bahwa : "Ruang adalah Wadah yang
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meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya."
Menurut Karmono Mangunsukarjo, “Ruang adalah wadah
kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu
kesatuan” . Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud
dengan pengertian ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi
geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia
dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas
hidup yang layak" .10
Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan
kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan
salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan
demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara
terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan
faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta
kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan
nasional yang serasi dan seimbang. Selanjutnya, dalam Keputusan
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002
10 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana, jakarta, 2014
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tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang
dimaksud dengan ruang adalah: "Wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah
tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup clan melakukan
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya." Seperti yang
telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007,
yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori,
yang di antaranya adalah:
 Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah
permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi
darat dari garis laut terendah.
 Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah
permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah
termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana
negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
 Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan
dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada
bumi, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
b. Tata Ruang
Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang
adalah "wujud struktural ruang dan pola ruang". Adapun yang
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dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah
susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan
sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu
dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola
pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman,
tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah
perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata
ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak
direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti
aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain. Selanjutnya masih dalam
peraturan tersebut, yaitu Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan
penataan ruang adalah "suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang".
c. Rencana Tata Ruang
Perencanaan atau planning merupakan suatu proses,
sedangkan hasilnya berupa "rencana" (plan), dapat dipandang
sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleks
yang berdasarkan perasaan semata. Tetapi yang penting,
perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam
setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat,
maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat
keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah
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sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya. Pada negara hukum
dewasa ini, suatu rencana tidak dapat dihilangkan dari hukum
administrasi.
Rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan
pemerintahan, misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana
merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata
usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu
yang tertib (teratur). Rencana yang demikian itu dapat dihubungkan
dengan stelsel perizinan (misalkan suatu perizinan pembangunan
akan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan rencana peruntukan).
Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat
dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah species dari genus
kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal
pengambilan keputusan serta pelaksanaannya.
Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan
masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa
depan. Saul M. Katz,11 mengemukakan alasan atau dasar dari
diadakannya suatu perencanaan adalah  :
1) Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat
suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada
pencapaian suatu perkiraan.
11 Asep Warlan Yusuf, 1997:34
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2) Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan
terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensipotensi
dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai
hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin
dihadapi, dengan perencanaan mengusahakan agar
ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih
berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk
memilih kombinasi terbaik.
4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas.
Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan,
sasaran maupun kegiatan usahanya.
5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alas pengukur
atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.
327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang
Penataan Ruang yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang
adalah "hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang".
Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk
menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan sehingga
dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara
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optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya
suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur
dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan
seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia,
sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien
bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup
secara berkelanjutan.
Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu
sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi
harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang
serasi pula di antara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada
peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi
dalam penataan ruang.
d. Kawasan Pedesaan
Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan dalam konsep
penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan
jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan.
e. Kawasan Perkotaan
Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan dalam konsep
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penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa,
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
f. Kawasan Lindung
Yang dimaksud dengan kawasan lindung dalam konsep
penataan ruang adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
tama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Budidaya
Yang dimaksud dengan kawasan budidaya dalam konsep
penataan ruang adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
2. Konsep Dasar Hukum Tata Ruang
Mochtar Koesoemaatmadja mengonstatir bahwa tujuan
pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal
saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan
pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini,
merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat
yang teratur, di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya
keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat
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pada zamannya.
Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam
pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ......” ,Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat” Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada
negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan
kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat”. Kalimat tersebut mengandung makna,
negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan,
mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna
terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.
Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya
untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan
pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi
dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila kita
cermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh
negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka
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dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam
pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya
perusakan terhadap lingkungan hidup.
Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang
bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak
merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas
dasar sumber daya alam, menurut hemat penulis melekat di dalam
kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan
lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang
dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa
pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.
Selanjutnya, dalam mengomentari konsep Roscoe Pound,
Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah
menjadi sarana pembangunan. Di sini berarti hukum haruslah
mendorong proses modernisasi12. Artinya hukum yang dibuat
haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk
undang-undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam
melakukan berbagai kegiatan pembangunan sebagai salah satunya
yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang.
Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang, maka
peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan
12 Mochtar Koesoemaatmadja, 2002: 104
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oleh pihak pemerintah, di mana salah satu peraturan perundang-
undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-
undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang.
Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai
konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang,
juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah
dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
C. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau
1. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau
Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat
dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH
Kota (Urban Green Open Space) yang ada, termasuk halaman
rumah/bangunan pribadi, seyogyanya dapat dimanfaatkan sebagai
ruang hijau yang ditanami tetumbuhan. Dari berbagai referensi dan
pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat
dijabarkan dalam pengertian, sebagai: Pengertian RTH,
(1) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai
tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak,
perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
(2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang
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mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan
status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tumbuhan
hijau berkayu, dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama
dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan
penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-
benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH
yang bersangkutan”. Ruang Terbuka (RT) tidak harus ditanami
tetumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun
mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan
alun-alun. Tanpa RT, apalagi RTH, maka lingkungan kota akan
menjadi ‘Hutan Beton’ yang gersang, kota menjadi sebuah pulau
panas (heat island) yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi,
sebab tak layak huni.
Secara hukum (hak atas tanah), RTH bisa berstatus sebagai
hak milik pribadi (halaman rumah), atau badan usaha (lingkungan
skala permukiman/neighborhood), seperti: sekolah, rumah sakit,
perkantoran, bangunan peribadatan, tempat rekreasi, lahan
pertanian kota, dan sebagainya), maupun milik umum, seperti:
Taman-taman Kota, Kebun Raja, Kebun Botani, Kebun Binatang,
Taman Hutan Kota/Urban Forest Park, Lapangan Olahraga (umum),
Jalur-jalur Hijau (green belts dan/atau koridor hijau): lalu-lintas,
kereta api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga listrik:
saluran utama tegangan ekstra tinggi/SUTET, Taman Pemakaman
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Umum (TPU), dan daerah cadangan perkembangan kota (bila ada).
Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR, Ruang terbuka hijau adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Dalam perencanaan ruang kota (townscapes) dikenal istilah
Ruang Terbuka (open space), yakni daerah atau tempat terbuka di
lingkungan perkotaan. RT berbeda dengan istilah ruang luar (exterior
space), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan
ruang dalam (interior space) di dalam bangunan. Definisi ruang luar,
adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk
kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman
sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza atau square. Zona hijau
bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk
atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/
jaringan listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa
ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman
pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya, sebagai Ruang
terbuka Hijau.
Ruang terbuka yang disebut Taman Kota (park), yang berada
di luar atau di antara beberapa bangunan di lingkungan perkotaan,
semula dimaksudkan pula sebagai halaman atau ruang luar, yang
kemudian berkembang menjadi istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH)
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kota, karena umumnya berupa ruang terbuka yang sengaja ditanami
pepohonan maupun tanaman, sebagai penutup permukaan tanah.
Tanaman produktif berupa pohon bebuahan dan tanaman sayuran
pun kini hadir sebagai bagian dari RTH berupa lahan pertanian kota
atau lahan perhutanan kota yang amat penting bagi pemeliharaan
fungsi keseimbangan ekologis kota.
2. Ketentuan Hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de
Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg,
Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10), disepakati
bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal
30% dari total luas kota. Tentu saja ‘angka’ ini bukan merupakan
patokan mati. Penetapan luas RTH kota harus berdasar pula pada
studi eksistensi sumber daya alam dan manusia penghuninya.
Penetapan besaran luas RTH ini bisa juga disebut sebagai bagian
dari pengembangan RTH kota.
Berdasarkan UUPR pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau
(RTH) ditegaskan dalam Pasal 29 berikut ini :
a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka
hijau privat.
b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30%
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(tiga puluh persen) dari luas wilayah kota.
c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 :
Ayat (1)
Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang
termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota,
taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai,
dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain,
adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta
yang ditanami tumbuhan.
Ayat (2)
Proporsi 30% (tiga puluh persen) merupakan ukuran minimal
untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan
sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis
lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih
yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan
nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi
ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta




Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% (dua
puluh persen) yang disediakan oleh pemerintah daerah kota
dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih
dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya
secara luas oleh masyarakat.
Ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan
distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 berikut ini. “Distribusi ruang
terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki
pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”.
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam Pasal 31 berikut
ini.”Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan
ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan
peraturan Menteri”.
Berdasarkan batasan umum, maupun kewenangan
pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah
khusus RTH kota dan peraturan lain terkait, namun tetap masih
diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya
beberapa undang-undang lain, seperti: UU No. 22/1999 Tentang
Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan UU No.
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24/2014, UU No. 4/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU No.
23/1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU
No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan
Permukiman, UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan UU
No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.
3. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di
perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka
nonhijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari
ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang
diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun
introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan
arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi
(kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka
non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved)
maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai,
danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area
genangan (retensi/retention basin).
Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang
berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman
nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman,
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lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini
sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis,
sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RT dapat
meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi
polusi udara, dan enurunkan suhu kota tropis yang panas terik.
Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain
seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur
sempadan sungai dan lain-lain.
Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan
fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai
tetenger (landmark) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang
berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan
olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya.
Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan
dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota,
kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.
Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara
langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan
pertanian/ perkebunan (urban agriculture) dan pengembangan
sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan
wisatawan.
Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH
dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis.
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RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis
bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan
sungai, sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi
planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola
struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH
kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional.
Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik
yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau
RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada
lahan-lahan pribadi.
4. Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau
salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH
sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk
memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan
menjadi:
a) Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan
RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (’paru-paru kota’),
pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara
alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen
oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap
(pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan
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angin;
b) Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu
menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media
komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan
penelitian;
c) Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga,
berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha
pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
d) Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah
lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah,
lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara
keseluruhan).
Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga
kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti:
bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus
menghasilkan ’keseimbangan kehidupan fisik dan psikis’. Dapat
tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan
gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman
kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur
hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali.
5. Manfaat Ruang Terbuka Hijau
Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung,
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sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi
’alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai
faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan
perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang
sehat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman sebagai
penghasil oksigen (O2) terbesar dan penyerap karbon dioksida
(CO2) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan
pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme
penyerapan (absorbsi) dan penyerapan (adsorbsi) dalam proses
fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan
tumbuhan (batang, bunga, dan buah).
Dengan adanya RTH sebagai ‘paru-paru’ kota, maka dengan
sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman.
Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara
faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan
pergerakan angin. RTH membantu sirkulasi udara. Pada siang hari
dengan adanya RTH, maka secara alami udara panas akan
terdorong ke atas, dan sebaliknya pada malam hari, udara dingin
akan turun di bawah tajuk pepohonan. Pohon, adalah pelindung
yang paling tepat dari terik sinar matahari, di samping sebagai
penahan angin kencang, peredam kebisingan dan bencana alam
lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang di ‘atas’
kota tanpa tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas
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dan kadarnya pun akan semakin meningkat.
Namun demikian, cara penanaman tetumbuhan yang terlalu
rapat pun, menyebabkan daya perlindungannya menjadi kurang
efektif. Angin berputar di ’belakang’ kelompok tanaman, sehingga
dapat meningkatkan polusi di wilayah ini. Penanaman sekelompok
tumbuhan dengan berbagai karakteristik fisik, di mana perletakkan
dan ketinggiannya pun bervariasi, merupakan faktor perlindungan
yang lebih efektif.
RTH sebagai pemelihara akan kelangsungan persediaan air
tanah. Akar-akar tanaman yang bersifat penghisap, dapat menyerap
dan mempertahankan air dalam tanah di sekitarnya, serta berfungsi
sebagai filter biologis limbah cair maupun sampah organik. Salah
satu referensi menyebutkan, bahwa untuk setiap 100.000 penduduk
yang menghasilkan sekitar 4,5 juta liter limbah per hari, diperlukan
RTH seluas 522 hektar.
RTH sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami,
secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu
sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba
yang diperlukan dalam siklus hidup manusia.
RTH sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural.
Tanaman mempunyai daya tarik bagi mahluk hidup, melalui bunga,
buah maupun bentuk fisik tegakan pepohonannya secara
menyeluruh. Kelompok tetumbuhan yang ada di antara struktur
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bangunan-kota, apabila diamati akan membentuk perspektif dan
efek visual yang indah dan teduh menyegarkan (khususnya di kota
beriklim tropis).
RTH sebagai wadah dan obyek pendidikan, penelitian, dan
pelatihan dalam mempelajari alam. Keanekaragaman hayati flora
dan fauna dalam RTH kota, menyumbangkan apresiasi warga kota
terhadap lingkungan alam, melalui pendidikan lingkungan yang bisa
dibaca dari tanda-tanda (signage, keterangan) bertuliskan nama
yang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat dilihat
sehari-hari, serta informasi lain terkait. Dengan demikian,
pengelolaan RTH kota akan lebih dimengerti kepentingannya
(apresiatif) sehingga tertib. RTH sekaligus merupakan fasilitas
rekreasi yang lokasinya merata di seluruh bagian kota, dan amat
penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya.
RTH sebagai jalur pembatas yang memisahkan antara suatu
lokasi kegiatan, misal antara zona permukiman dengan lingkungan
sekitar atau di ’luar’nya. RTH sebagai cadangan lahan (ruang).
Dalam Rencana Induk Tata Ruang Kota, pengembangan
daerah yang belum terbangun bisa dimanfaatkan untuk sementara
sebagai RTH (lahan cadangan) dengan tetap dilandasi kesadaran,
bahwa lahan cadangan ini suatu saat akan dikembangkan sesuai
kebutuhan yang juga terus berkembang. Manfaat eksistensi RTH
secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila
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ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi
penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan
kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial,
politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan dan
perkotaan tertentu.
Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang serta adanya kebijakan-kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Makassar mengenai pengendalian
lingkungan hidup maka kesadaran hukum masyarakat mengenai
masalah lingkungan diharapkan mulai tumbuh. Hal ini dimaksudkan
agar kesadaran hukum masyarakat mengenai arti penting
kelestarian lingkungan dan penataan ruang yang baik mampu
mempengaruhi perilaku mereka menjadi motivasi kuat yang dapat
melahirkan tindakan yang nyata dalam usaha pemanfaatan ruang
yang baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Manusia pada prinsipnya memerlukan lingkungan yang sehat
di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Dengan demikian segala kegiatan yang terjadi
di masyarakat akan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup
atau kehidupan yang berwawasan lingkungan. Sehingga semua
kegiatan yang berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan
pada umumnya harus dikendalikan. Dalam hal ini Pemerintah Kota
Makassar tentunya telah menyusun berbagai kebijakan lain yang
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berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya
penanganan penataan ruang yang diakibatkan oleh kegiatan-
kegiatan pembangunan sektor perdagangan, jasa, pemukiman dan
lain-lain yang sedang digalakkan di Kota Makassar, dapat
berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.
Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan
kebijakan tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan
Hidup, akan tetapi berkurangnya fungsi ruang terbuka hijau yang
terus berlangsung dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.
Adanya faktor-faktor dan kendala-kendala yang
mempengaruhi berkurangnya ruang terbuka walaupun sudah ada
kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dari pemerintah kota
dalam hal penanganan jumlah ruang terbuka yang sesuai. Sehingga
Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar serta kendala –
kendala inilah yang layak untuk diteliti.
D. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat
Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para
ahli, namun pada hakekatnya kata partisipasi memiliki makna yang
sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participate” yang
artinya mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian. Partisipasi
berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau
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masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan
pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga
berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri,
mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan
masalahnya.
mengungkapkan partisipasi sebenarnya adalah sebagai
wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui
proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya
perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikutsertakan
masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan
masyarakatnya.
Menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah: Suatu
gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam
perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat
pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai
dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya .13
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bahwa konsep
partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis
besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari
peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan
pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat.
Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam
13 Soegarda Poerbakawatja, 1981:251
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bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
suasana demokratis.
Tiga Undang-undang bidang lingkungan hidup yang telah
diadakan (dimiliki) indonesia (UULH, UUPLH, UUPPLHH), tidak
merumuskan defenisi tentang “peran serta masyarakat” dalam
PPLH. Adapun yang diatur dalam undang-undang tersebut ialah
eksistensi, bentuk ruang lingkup dan tujuan dari peran serta tersebut.
Namun sebagai pegangan, yang secara analogi dapat digunakan,
defenisi yang diberikan dalam PP No. 69 Tahun 1996 tentang
pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran
serta masyarakat dalam penataan ruang yang pada pasal 1 butir 11
dikatakan : “peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan
masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di
tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam
penyelenggaraan penataan ruang.” Dengan menganalogikan
defenisi ini, peran serta masyarakat dalam Pemenuhan ruang
terbuka hijau dapat dipahami secara lebih baik.
Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli.
Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua
macam, berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:
1. Partisipasi langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan
kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini
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terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan,
membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan
terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
2. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan
hak partisipasinya pada orang lain. 14
2. Makna Partisipasi Masyarakat dalam Ruang Terbuka Hijau
Amandemen UUD NRi 1945 telah menempatkan masalah
lingkungan hidup secara eksplisit kedalam konstitusi, yang
memberikan kedudukan hak  kepada setiap orang atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagi bagian dari hak asasi manusia
(Pasal 28H UUD 1945). Sisi lain dari hak tersebut ialah kewajiban
yang juga mempunyai posisi yang sama pentingnya. Artinya, hak-
hak setiap orang atas lingkungan hidup  yang baik dan sehat
hanya dapat diharapkan terwujud, kalau semua warga
masyarakat juga ikut berperan memelihara lingkungan hidup
tersebut. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
adalah suatu wujud dari hak dan kewajiban tersebut
Pada bulan februari 1987, Majelis Umum PBB mengambil
langkah-langkah pendekatan, terhadap Deklarasi mengenai hak
atas pembangunan. The right to development yang menjadi unsur
penting adalah hak atas partisipasi. Kegiatan-kegiatan
14 Sugiyah, 2010:38
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pembangunan biasanya mendatangkan resiko-resiko yang tinggi,
kerawanan-kerawanan (vulnera bilities), ketergantungan
(depedency), beban (burdens), Kejahatan (harms), keuntungan
dan kerugian (cost and benefit) bagi kelompok-kelompok
masyarakat yang berbeda.
Tanpa adanya proses partisipasi yang efektif dari
masyarakat  maka proses-proses pembangunan telah merosot
dari proses pendistribusian (process of distribution) menjadi
proses pemaksaan atau penekanan (process of imposition).
Gunding (1980), mengemukakan beberapa dasar bagi
partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan,
yakni dalam hal sebagai berikut:
a) Memberikan Informasi kepada pemerintah
b) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima
kebijakan
c) Membuat perlindungan hukum
d) Mendemokratisasi pengambilan keputusan15
Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dengan
adanya pengukuhan secara yuridis atas peran serta masyarakat
tersebut, tentunya masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk
secara kolektif mengatasi masalah ekologi bersama-sama dengan
15 Arifin syamsul, SH, MH, Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Softmedia,
Medan, 2014
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pemerintah dan selalu berupaya agar kegiatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup  berhasil dan terwujud untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 70 menetapkan peran
masyarakat sebagai berikut:
1) Masyarakat memiliki hak  dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. Pengawasan sosial
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan dan/atau
c. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
a. Meningkatkan Kepedulian dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Kepedulian ini
merupakan modal dasar yang sangat diperlukan
untuk secara sukarela melakukan langkah dan
kegiatan-kegiatan tertentu untuk memelihara dan
mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan,
baik secara langsung maupun pada usaha sesama
warga masyarakat
b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan
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masyarakat dan kemitraan. Kemandirian dan
keberdayaan masyarakat ini merupakan prasyarat
(mutlak) untuk menumbuhkan kemampuan
masyarakat sebagai pelaku dalam PPLH bersama
dengan pemerintah dan pelaku pembangunan
lainnya.
c. Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan
masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
Pentingnya hal ini oleh karna semakin meningkatnya
ketanggap segeraan masyarakat tersebut, akan
semakin menurunkan kemungkinan terjadinya
dampak negatif (resiko lingkungan hidup). Artinya,
masyarakat yang tanggap terhadapa masalah
lingkungan yang dihadapi, diharapkan dapat
mencegah timbulnya dampak yang yang dapat
merugikan pada dirinya, dan pada giliranya bagi
orang lain
d. Mengembangkan dan menjada budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
bentuk kearifan lokal termasuk didalamnya upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup.16




Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal
ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang
sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian juga digunakan agar
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan
penulisan Hukum. Sebelum menguraikan tentang metode penelitian,
maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang metode itu
sendiri. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti
cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan yang pada dasarnya adalah
salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari
kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar
penentuan kebenaran yang dimaksud.17
Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah
satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu
berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana
metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk
mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan
tetapi dengan mengadakan klasifikasi, yang akan didasarkan pada
pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian.18




mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun
yang menyangkut tentang metodologi penelitian dan penelitian ini
meliputi :
A. Lokasi Penelitian
Oleh karena Permasalahan yang akan diteliti adalah
wewenang pemerintah kota Makassar maka penelitian ini dilakukan
di Kantor Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Kantor Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan Badan Lingkungan
Hidup Daerah Kota Makassar selaku Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Makassar yang dimana fungsi dan
tugasnya berkaitan dengan Ruang terbuka hijau baik secara
langsung maupun secara tidak langsung.
B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research) yakni mencari data di lokasi
penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas dengan cara
melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Penelitian ini
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu
fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan memaparkan
sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah diteliti. Hasil
penelitian ini bisa menjadi masukan bagi kegiatan penelitian
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berikutnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif & kualitatif. Dalam hal ini penulis berusaha
menggambarkan secara tepat tentang Implementasi Ketentuan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di kota
Makassar utamanya perihal jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau
hijau yang ada di Kota Makassar.
C. Jenis Data
Data peneliti gunakan dalam penelitian ini dikelompokan
menjadi dua jenis, yaitu :
a. Data Primer, yaitu :
Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian
, dalam hal ini adalah perangkat dari Pemerintah Kota Makassar,
yaitu dari Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Kantor dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Satuan tugas yang
terkait.
b. Data sekunder, yaitu :
Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
dapat berwujud laporan dan lain-lainnya, sedangkan bahan
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Hukumnya dibedakan menjadi :
1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang
mengikat dan terdiri dari :
a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembentukan Undang-
Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang
e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Nasional
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Perkotaan
h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat
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memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
misal rancangan undang-undang, hasil penelitian atau
pendapat sarjana hukum. Dalam penelitian ini
menggunakan buku-buku tentang hukum pertanahan,
hukum tata ruang, hukum lingkungan, karya tulis, literatur,
dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang ada.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder misal kamus hukum,
kamus besar indonesia, ensiklopedia dan lain-lainnya.
C. Tekhnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik yang peneliti untuk
mengumpulkan data yang digunakan adalah :
a. Studi Lapangan
Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan
wawancara di beberapa dinas yang telah peneliti sebutkan diatas,
Pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara
lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara
langsung. Dari wawancara ini peneliti mengumpulkan keterangan
tentang Implementasi RTH di Kota Makasaar serta pendapat-
pendapat mereka.19
Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu
19 Burhan Ashofa, 1996: 95
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wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik
bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (in-
depth interviewing). wawancara ini dilakukan dengan cara
mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat
mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun
tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.
Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan
metode campuran, yakni dengan menggabungkan metode terpimpin
(terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara,
penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan
secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin
diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka
memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak
yang berkoordinasi memeriksa dan menangani penataan ruang
terbuka hijau kota di tubuh Pemerintah Kota Makassar.
b. Dokumentasi
Dalam penelitian peneliti juga mengumpulkan data mengenai
hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, maupun majalah
yang memiliki relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.
D. Analisis Data
Data-data yang telah dihimpun baik data primer maupun data
sekunder, dianalisis secara kuantitatif & kualitatif dan selanjutnya
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disajikan secara sistematis dengan cara memaparkan dan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Demografi Wilayah
a. Letak Geografis
Kota makassar merupakan yang Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
secara geografis memiliki posisi strategis karena berada pada
persimapangan jalur lintas, baik dari arah utara ke selatan maupun dari arah
barat ke timur. Dengan posisi ini Kota Makassar berpotensi besar menjadi
Ruang Tamu Indonesia Timur. Kota Makassar berada dalam titik kordinat
119o32’31,03” BT dan 5o00’30,18” sampai dengan 5o14’6,49” serta terletak
di Pantai Barat Pulau Sulawesi
b. batas dan luas wilayah
Secara administratif, kota makassar terbagi dalam 14 wilayah
kecamatan dengan 143 kelurahan dengan batas-batas wilayah administratif
sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Kabupaten Maros
 Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
 Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
 Sebelah Barat : Selat Makassar
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Di bagian utara kota terdiri dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan
Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian
selatan terdiri dan Kecamatan Tamalate dan kecamatan Rappocini. Di
bagian Timur terdiri dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan
Panakkukang dan di bagian barat terdiri dari Kecamatan Waio, Kecamatan
Bontoala, Kecamatan uiung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan
Mamajang, dan Kecamatan Mariso.
Wilayah Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.
Diantara kecamatan-kecamatan tersebut, terdapat 7 (tuiuh) kecamatan
yang berbatasan dengan pantai yakni Kecamatan Mariso, Tamalanrea,
Wajo, Ujung Tanah,Tallo, dan Biringkanaya. Wilayah dataran terluas
adalah Kecamatan Biringkanaya (48,22 km2) sedangkan yang terkecil
adalah Kecamatan Mariso (1,82 km2)
Sebagai kota yang berperan dalam roda perekonomian khususnya di
Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar menjadi salah satu tujuan
migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota guna mencari
penghidupan yang layak (lapangan kerja). Hal ini tentu saja mempengaruhi
jumlah penduduk dan perencanaan pembangunan di kota ini.
c. Kependudukan
Kota Makassar merupakan salah satu kota di wilayah Sulawesi
Selatan yang terus berusaha meningkatkan sumber daya
manusianya.Dengan sumber daya manusia yang handal, tangguh, dan siap
pakai diharapkan dapat memberi sumbangsih penting terhadap sukses
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tidaknya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan
kemasyarakatan.
Badan Pusat Statistik Kota Makassar menunjukkan bahwa
konsentrasi jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tamalate
sebesar 172.560jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat di
Kecamatan Ujung Pandang sebesar 27.160 iiwa. Dari jumlah keseluruhan
penduduk yang ada di Kota Makassar pada tahun 2011 yaitu 1.352.136




Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis.
suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara
24,5oC sampai 28,9oC dengan intensitas curah hujan yang bervariasi.
lntensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga
Februari. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya
genangan air di sejumlah wilayah kota ini. selain itu, kurangnya daerah
resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya
bencana banjir.
b. Topografi
Berdasarkan topografinya, Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai
berikut tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada
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ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng
berada pada kemiringan 0-15%. sementara itu, dilihat dari klasifikasi
kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%;
3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada
pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi,
pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.
c. Hidrologi
Kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oreh 2 (dua) sungai besar
yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene'berang yang
bermuara di sebelah selatan dan sungai tallo yang bermuara di sebelah
utara. sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten
Gowa dan bermuara di bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai
dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m3/detik). sedangkan sungai tallo
dan pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai
dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m3/detik di
musim kemarau. selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saturan
perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di
laut.
3. Permasalahan Utama Kota
a. Kebersihan
Kota Makassar yang kini memiliki jumlah penduduk mencapai
1,4 juta jiwa bisa menghasilkan sekitar 4500 m3 sampah setiap
harinya. Sedangkan dinas pertamanan dan kebersihan Kota
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Makassar hanya mampu menangani sekitar 3500m3 setiap hari.
Berarti, ada sekitar 1000m3 sampah di Kota Makassar yang tidak
tertangani di tengah masyarakat.
Persoalan lain mengenai pengelolaan sampah di Kota
Makassar adalah daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
yang berlokasi di Antang, sudah tidak mampu lagi mengakomodir
sampah-sampah yang diproduksi oleh masyarakat kota Makassar.
Ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengatasi masalah
sampah ini diperparah lagi dengan rendahnya tingkat kepedulian
masayarakat mengenai pemecahan masalah tersebut. Sehingga
secara simultan sampah telah dianggap masalah yang sangat serius
yang dapat mengancam Kota Makassar
b. Urbanisasi
Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian di Kota
Makassar adalah semakin banyaknya penduduk yang tinggal di
daerah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk ini antara lain
disebabkan karena semakin banyaknya penduduk dari daerah
perdesaan yang  datang dan menetap menjadi penduduk kota.
Peningkatan jumlah penduduk kota tentunya akan
memberikan berbagai implikasi bagi pembangunan perkotaan, jika
dilihat dari sebaran penduduk perkotaan saat ini dan proyeksinya
pada waktu mendatang di Kota Makassar, telah terjadi
perkembangan fisik yang telah  ’mengintegrasi’ kota-kota yang lebih
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kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak
terkendali. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya pelayanan kota
serta menurunnya kinerja kota. Selain itu, hal tersebut juga berarti
semakin dieksploitasinya sumber alam sekitarnya untuk mendukung
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas
kehidupan kota. Selain daripada itu pada kenyataannya, kota (selain
menjadi tempat konsentrasi penduduk) juga menjadi tempat dimana
terjadi perusakan lingkungan, timbulnya polusi dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang terbesar.
c. Kemiskinan
Permasalahan lain yang timbul akibat urbanisasi yang terjadi
di kota Makassar adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin,
Secara umum masalah kemiskinan merupakan masalah krusial yang
banyak dihadapi kota-kota di Indonesia. Yang paling mudah dan
terlihat jelas dari wajah kemiskinan perkotaan ini adalah kondisi
penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar yang dimana
Hampir sepertiga dari penduduk Kota Makassar tinggal di daerah
kumuh.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Makassar, saat ini sebanyak 432.115 jiwa atau
131.299 kepala keluarga (kk) dari total penduduk Kota Makassar
yang saat ini sekitar 1,4 juta orang hidup masih, hidup dan menetap
dalam kawasan pemukiman kumuh. Kondisi kekumuhan ini
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menunjukkan seriusnya permasalahan sosial-ekonomi, politik dan
lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan.
Pengertian kemiskinan sendiri bermakna multi-dimensi dari
mulai rendahnya pendapatan, kekurangan gizi dan nutrisi, tidak
memperoleh pelayanan dasar yang memadai, tidak layaknya tempat
tinggal, ketidakamanan, kurangnya penghargaan sosial, dan lain-
lain.
Walaupun pemerintah telah berangsur-angsur
mengusahakan untuk mengentaskan atau mengurangi kemiskinan,
kemiskinan masih tetap merupakan masalah penting sehingga perlu
ditangani secara bersama-sama terutama di kawasan perkotaan.
Implikasi yang paling utama dalam kaitannya dengan
penanganan masalah kemiskinan ini antara lain adalah perlunya
meningkatkan:
 Akses terhadap pelayanan dasar, terhadap lapangan
pekerjaan, terhadap modal usaha dan informasi;
 Akses pada perumahan permukiman yang layak dan
terjangkau;
 Penyerasian perkembangan antar golongan, antar kota,
antara kota dan desa, serta antar wilayah atau kawasan;
 Penanganan masalah-masalah sosial budaya yang sangat
terkait dengan masalah kemiskinan.
d. Kualitas Lingkungan Hidup
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Tidak hanya karena dorongan dari luar negeri, kita sendiri
juga menyadari bahwa untuk mencapai masyarakat perkotaan yang
sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan
turut berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat itu sendiri.
Ada banyak Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan
hidup  meliputi aspek fisik seperti kualitas udara, air, tanah; kondisi
lingkungan perumahannya seperti kekumuhan, kepadatan yang
tinggi, lokasi yang tidak memadai serta kualitas dan keselamatan
bangunannya; ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan
kota lainnya; aspek sosial budaya dan ekonomi seperti kesenjangan
dan ketimpangan kondisi antar golongan atau antar warga, tidak
tersedianya wahana atau tempat untuk menyalurkan kebutuhan-
kebutuhan sosial budaya, seperti untuk berinteraksi dan
mengejawantahkan aspirasi-aspirasi sosial budayanya; serta
jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan
kehidupannya. Kohesi sosial dan kesetaraan merupakan faktor
penting dalam kualitas hidup di perkotaan.
Permasalahan utama prasarana dan sarana perkotaan (PSP)
termasuk perumahan adalah tidak memadainya penyediaan
dibandingkan dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan terbatasnya
kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PSP yang
layak. Akibat dari keterbatasan penyediaan dibandingkan dengan
kebutuhan, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah justru
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harus membayar harga mahal untuk memperoleh pelayanan PSP
tersebut. Berkaitan dengan perumahannya, mereka terpaksa
menggunakan lahan-lahan secara liar dengan kualitas perumahan
yang jauh di bawah standar.
e. Keamanan dan Ketertiban Kota
Beberapa teror geng motor yang terjadi di beberapa sudut
kota Makassar akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi
masyarakat dan mengganggu jalannya aktivitas masyarakat.
Kurangnya ruang aktivitas publik dan tingginya ketimpangan sosial
dianggap sebagai pemicu terjadinya hal tersebut, Selain itu
Permasalahan ketertiban juga sedang menjadi sorotan karena tidak
disiplinnya masyarakat perkotaan. Hal ini tercermin dengan jelas
antara lain dalam ketidak disiplinan masyarakat  dalam  berlalu-
lintas.
f. Kapasitas dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kota
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota
Makassar adalah keterbatasan kemampuan teknis dan profesional
untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dibidang Legislatif, banyak di
antaranya yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal serta
pengalaman berpolitik. Pemahaman akan kebijakan dan kualitas
perdebatan politik dapat dikatakan masih rendah. Pemerintah
memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk membangun
kapasitas lokal dalam hal perencanaan, perancangan rekayasa
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(engineering design), penganggaran, akuntansi, keuangan dan
manajemen proyek. Pembangunan kapasitas lokal perlu diutamakan
sehingga daerah dapat mendayagunakan sumberdaya yang ada
untuk kebutuhan yang spesifik.
Kelembagaan dalam era pasca desentralisasi perlu
memperoleh perhatian. Terutama karena kewenangan pengelolaan
dan pembangunan kota ada di tingkat daerah. Dengan banyaknya
fihak yang terkait dan bertanggung jawab akan pengelolaan dan
pembangunan kota, koordinasi antara berbagai pihak ini menjadi
sangat penting.
B. Implementasi Peraturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota
Makassar
1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kota Makassar
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana disebutkan
terdahulu telah dituangkan melalui undang-undang No. 32 Tahun
2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang
dilaksanakan harus memperhatikan kondisi lingkungan atau disebut
pembangunan berkelanjutan (sustanable development)
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun
2009 yang menyebutkan bahwa ”pembangunan berkelanjutan
adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi
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pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan”.
Pembangunan lingkungan dipandang perlu karena kuantitas
maupun kualitas kegiatan manusia dalam pembangunan infrstuktur
semakin meningkat, lingkungan tidak lagi dapat dibiarkan seperti
masa lalu yang dengan sendirinya berada dalam kondisi baik dan
sehat.
UU No. 32 Tahun 2009 sebagai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan menggariskan bahwa perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.
UU No. 12 Tahun 20011 sebagai UU payung “Umbrella
Provision” yang baru kini telah menampung kebijaksanaan
lingkungan di-Indonesia menghendaki penjabaran lebih lanjut dalam
peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang bersifat
sektoral maupun penjabaran langsung dari ketentuan UU No. 32
Tahun 2009 sebagai kebijakan maka diperlukan instrumen kebijakan
dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan kewenangannya yang
harus dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah.
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Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu instrumen pengelolaan
lingkungan di daerah perkotaan memiliki tiga fungsi penting dalam
yaitu ekologis,sosial dan ekonomi. Dalam Pasal 29 UU No. 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa jumlah RTH di
setiap kota paling sedikit sebesar 30% dari luas kota tersebut yang
terdiri dari 20% RTH bersifat publik dan 10% sisa RTH yang bersifat
privat.
Fungsi ekologis dari RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air
tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim
mikro, selain itu RTH juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial,
sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota. 20
Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung
pelaksanaan UU No.26 Tahun 2007 tersebut adalah dengan
menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
tahun 2015 yang telah mengintegrasikan pasal 29 UU No. 2007,
salah satunya mengenai proporsi penyediaan ruang terbuka hijau .
Secara substansial, sebenaranya UU No. 26 tahun 2007 telah
di-integrasikan dalam perencanaan  dan arah pembangunan kota
Makassar, berikut ini dapat dilihat dari beberapa poin-poin yang
tercantum di dalam Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Makassar
20 Muhjad,M. hadim. Hukum Lingkungan. 2015, genta-publishing, Yogyakarta
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1) Pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi
pelestarian sistem ekologi wilayah (ecoregion), termasuk
ekohidrolika DAS;
2) Penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di
kawasan pesisir barat, kawasan pesisir utara kota dan
sungai-sungai dalam kota;
3) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor
kehutanan, pertambangan, dan kelautan;
4) Peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota
dengan rasio tutupan hijau; dan
5) Peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH dengan
rincian RTH Publik sebesar 20% atau kurang lebih seluas
3.516 hektar dan RTH Privat sebesar 10 % dari luas wilayah
atau kurang lebih seluas 1.758 hektar.
Poin-poin diatas mencerminkan konsep pembangunan yang
sesuai dengan asas-asas dan tujuan pembangunan yang telah
tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
dan juga UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup sehingga dapat pula disimpulkan bahwa secara substansi
perundang-undangan maka UU No. 26 Tahun 2007 telah terintegrasi
dalam Muatan Rencana Tata Tuang Wilayah Kota Makassar dan
dengan demikian diharapkan pembangunan di kota makassar dapat
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berjalan secara efisien dan mampu menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu
hidup generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
2. Identifikasi Luas RTH di Kota Makassar
Dalam mengidentifikasi ruang terbuka hijau yang ada di Kota
Makassar perlu kiranya kita diperjelas kembali tentang apa yang
dimaksud dengan RTH, mengacu pada satu defenisi mengenai
ruang terbuka hijau yakni  “RTH merupakan ruang terbuka hijau kota
yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi guna mendukung manfaat
langsung atau tidak langsung”.
Identifikasi RTH yang dilakukan ini mengacu pada Permen PU
No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
RTH di Kawasan Perkotaan yang mengklasifikasikan RTH kedalam
11 Jenis yakni:
a. Taman Kota
Taman kota bertujuan untuk memprindah kota,
mengurangi pencemaran udara, meredam kebisingan,
memperbaiki iklim mikro dan sebagai daerah resapan air
b. Jalur Tepian sungai dan Pantai
Jalur tepian sungai dan pantai bertujuan sebagai media
konservasi dan  pencegah erosi
c. Taman Olahraga
Taman ini berfungsi sebagai media pendidikan, olahraga
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dan media interaksi sosial antar masyarakat
d. Taman Pemakaman
RTH taman pemakaman selain bertujuan sebagai
pendukung ekosistem makro, ventilasi ruang kota
namun juga sebagai penghilang rasa “angker” yang
sering melekat pada daerah pemakaman
e. Pertanian Kota
RTH ini berfungsi dalam menjaga kenyamanan, nilai
estetika dan produktivitas tanaman pertanian
f. Hutan Kota
Hutan kota berfungsi sebagai penyangga lingkungan
kota, tempat wisata alam dan pedidikan lingkungan.
g. Taman Situ, Danau, Waduk & Empang
Rth ini berfungsi sebagai ruang konservasi dalam
menjaga keseimbangan ekosistem
h. Taman Purbakala
Taman ini berfungsi sebagai wilayah reservasi dan
perlindungan situs sejarah
i. Jalur Hijau Pengaman
Taman ini biasanya berfungsi sebagai pengaman dari
aktivitas warga semisal taman pembatas rel kereta, jalur
listrik tegangan tinggi dan lokasi berbahaya lain
j. Taman Rumah
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Taman ini merupakan pemenuhan kebutuhan pribadi,
penyaluran hobi pada lahan terbatas dan penunjang
keindahan tempat tinggal
Berikut ini penjabaran hasil identifikasi RTH di masing-masing
kecamatan Kota Makassar yang di dasarkan pada Permen PU No. 5








1. Biringkanaya 3.163,81 269,14 1,540
2. Bontoala 147,58 6,31 0,036
3. Makassar 251,06 8,67 0,050
4. Mamajang 241,48 6,59 0,038
5. Manggala 2.302,23 60,50 0,346
6. Mariso 228,44 10,14 0,058
7. Panakkukang 1.414,17 67,86 0,388
8. Rappocini 1.207,32 25,04 0,143
9. Tallo 903,40 392,60 2,247
10. Tamalanrea 4.312,68 186,61 1,068
11. Tamalate 2.627,40 204,04 1,168
12. Ujung Pandang 282,64 15,89 0,091
13. Ujung Tanah 189,70 9,26 0,053
14. Wajo 204,11 1,94 0,011
Total 1.264,58 7,236
Tabel 1.1
Sumber : Hasil Pengolahan Data BLHD, 2014
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada lebih dari 12
Kecamatan di Wilayah Kota Makassar yang memiliki luas ruang
terbuka hijau di bawah 5% dan apabila dihitung dari jumlah RTH
setiap kecamatan maka didapatkan presentase sebesar 6% untuk
nilai rata-rata luasan RTH dari wilayah Kecamatan.
Secara kuantitatif, luasan RTH di Kota Makassar masih jauh
dari yang diharapkan, banyaknya tantangan yang dihadapi
pemerintah dalam merealisasikan Jumlah RTH minumum
memerlukan strategi khusus dan ketegasan dari Pemerintah Kota
Makassar, Namun dari hasil perbandingan data luasan RTH dari
tahun 2012 dan tahun 2014 ditemukan kenaikan persentase luas
RTH yang cukup signifikan sebesar 0,5% atau sebesar 59,93 Ha dari
luas wilayah Kota Makassar.
Meski pertambahan jumlah hanya sekitar 0,5% namun
Jumlah 59,93 Ha merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat
kebutuhan ruang dalam pembangunan infrastruktur di Kota
Makassar ini semakin hari semakin meningkat.
Dari data diatas dapat pula diketahui Kecamatan yang
memiliki luasan RTH yang paling tinggi adalah Kecamatan Tallo yang
memiliki luas 391,85 Ha RTH dengan presentase 2,242% dan
kecamatan yang memiliki luasan RTH paling rendah adalah
Kecamatan Wajo dengan luas 1,94 Ha RTH dengan presentase
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0,011%.
Dari data diatas banyak hal yang bisa ditarik salah satunya
adalah ketidak-merataaan pembangunan antar kecamatan yang
menyebabkan ketimpangan jumlah RTH, wilayah tello yang minim
pembangunan karna berada di wilayah pinggiran sudah hampir bisa
dipastikan menjadi wilayah dengan jumlah RTH tertinggi, berbanding
tebalik dengan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah
tengah kota, pertarungan antara kepentingan infrastruktur dan
kepentingan ecoregion menjadi hal yang tidak dapat dihindari
sehingga perlu kiranya pemerintah mengkaji secara dalam dan
berkaca pada konsep pembangunan kota hijau berkelanjutan yang
sudah banyak diterapkan di kota-kota maju.












HASIL IDENTIFIKASI RTH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014
Luas Kecamatan (Ha) Luas RTH (Ha)
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Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan
pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan konsep
dan arahan rencananya, maka dibentukalah Badan Koordinasi
sebagai media koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
Perintah selanjutnya disingkat SKPD.
Peran dan fungsi lembaga ini sebagai ruang koodinasi yang
memberi usulan koordinasi penataan ruang yang lebih efektif
dan efisien Dilihat dari nilai eksistensinya, kelembagaan ini
sangat dibutuhkan dalam menjaga agar bagaimana komitmen
pembangunan bisa berjalan sesuai dengan komitmen
perencanaan yang dibuat. Dilain hal lembaga ini juga sangat
dibutuhkan dalam memberikan kepastian berusaha dan
berinvestasi bagi para investor di daerah ini. Disamping tugas
lainnya yang berfungsi menjaga agar pelaksanaan peraturan
daerah tentang penataan ruang Kota Makassar bisa berjalan
baik dan tidak dilanggar oleh masyarakat.
Namun dalam rapat koordinasi semisal “Implementasi
pemenuhan luas ruang terbuka hijau” saja diperlukan setidaknya
koordinasi dari 4 sampai 5 SKPD (BLHD, Dinas Pertamanan,
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Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan
Pembangunan daerah) yang masing-masing memiliki fungsi,
tujuan dan kewenangan yang berbeda-beda, sehingga
koordinasi lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku
kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga
Penelitian Jika dilihat dari segi efektifitas dan waktu yang
dibutuhkan maka dapat dikatakan semakin memperlambat
kinerja di lapangan.
Target luasan RTH yang cukup besar menjadi tantangan bagi
pemerintah dalam mempercepat pemenuhan RTH dalam jumlah
tersebut, oleh karna itu kiranya perlu Pemerintah Kota Makassar
untuk lebih meng-efisienkan Badan Koordinasi  dengan
memperjelas kedudukan dan fungsi SKPD
b. Anggaran
Persoalan Anggaran bukan hal yang baru dalam
pembangunan-pembangunan yang bersifat non-prioritas,
Anggaran untuk penambahan RTH masih menjadi masalah
yang cukup mendasar terlepas dari polemik keputusan DPRD
Kota Makassar yang menghapus/mengalihkan anggaran untuk
penambahan RTH Kota Makassar dalam APBD 2013 yang telah
diusulkan BLHD Kota Makassar sebesar Rp 6 milliar rupiah
dengan alasan ketidaktepatan peruntukan anggaran meskipun
disadari bahwa penambahan RTH di Kota Makassar merupakan
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kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, mengingat krisis
RTH Makassar seperti yang telah dipaparkan di atas.
Keputusan DPRD Kota Makassar juga menggambarkan
minim-nya komitmen dan kebijakan politik yang kuat dan tegas
untuk mendukung terciptanya ruang yang lebih baik (RTH) dan
menjamin keselamatan masyarakat di kota Makassar.
c. Pembangunan Infrastruktur Sebagai Kepentingan Ekonomi
Sebagai Kepentingan Publik yang tidak dapat ditawar-tawar,
Keberadaan RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai
kepentingan lain yang lebih menguntungkan dan cenderung
berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan
ekonomi.
Bukan hal baru saat kita mendengar alih fungsi lahan dari
ruang terbuka hijau (RTH) publik menjadi kawasan komersial
privat hanya atas dasar kepentingan untung rugi secara
ekonomi.
Persoalan yang kemudian kita kembalikan pada para elite
penentu kebijakan, entah apakah tidak tahu atau pura-pura tidak
tahu tentang fungsi ekologis RTH. Perlu juga dipertanyakan
apakah mereka sudah membaca dan memahami isi Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang (UUPR)
yang baru yang dimana di-dalam UUPR itu secara spesifik
menyebutkan bahwa setiap kota wajib menyediakan 30 persen
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RTH yang terdisitribusi secara merata dan proporsional.21
2. Faktor Eksternal
a. Belum maksimalnya penegakan hukum sebagai upaya
prefentif dari pemerintah;
Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan
yang tercantum di dalam UU No. 27 Tahun 2007 harusnya
memiliki konsekuensi berupa ancaman pidana penjara dan
denda di samping sanksi administratif karna tantangan dalam
penerapan ketentuan tersebut di atas adalah dalam konteks
penegakan hukum,
Mengingat selama ini masyarakat telah ”terbiasa”
dengan kasus pelanggaran rencana tata ruang tanpa
konsekuensi sanksi apa pun. Di sisi lain, para pejabat yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang cenderung
untuk ”menahan diri” dalam menerbitkan izin yang dapat
berdampak pada penurunan investasi. Untuk itu diperlukan
upaya penyadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai
pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana
tata ruang dalam rangka mewujudkan ruang kehidupan yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
21 Budiharjo eko, Reformasi Perkotaan, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014
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b. Luas wilayah yang besar, dan keterbatasaan sumber
pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan ruang
terbuka hijau sangat menyulitkan dalam menentukan skala
prioritas;
c. Banyaknya pendekatan-pendekatan sebagai sumber
masukan perencanaan pembangunan sehingga menyulitkan
menentukan kegiatan prioritas pembangunan.
d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya
pengaturan dan perizinan dalam pembangunan infrastruktur
privat maupun publik
D. Pola Penyelesaian Masalah Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Kota
Makassar
Berdasarakan masalah-masalah di atas pemerintah kota
makassar menyusun suatu instrumen berupa arahan yang
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah Kota Makassar. Instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang tersebut terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi,
Ketentuan peraturan zonasi meliputi ketentuan peraturan
zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Makassar,
yang terdiri atas:
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan
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kota;
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan
kota;
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan;
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
transportasi;
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
energi/kelistrikan;
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
telekomunikasi;
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber
daya air; dan
 ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana
perkotaan.
b. ketentuan perizinan,
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai
dengan peruntukan wilayah berdasarkan RTRW Kota
Makassar. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi
pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan
ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Ketentuan perizinan
bertujuan untuk:
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 menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 menghindari eksternalitas negatif; dan
 melindungi kepentingan umum.




 izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. ketentuan insentif dan disinsentif,
Insentif dan disinsentif adalah perangkat pemerintah daerah
untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
Pemberian insentif dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat
pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan
dalam RTRW Kota Makassar, sedangkan disinsentif diberikan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang
ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar.
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif
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(1) Bentuk insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal seperti
keringanan/pemotongan pajak atau kenaikan pajak;
pemberian/pembebanan prasarana dasar lingkungan; atau
kemudahan/pembatasan proses perijinan.
(2) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui:
 penetapan pusat-pusat pelayanan dalam sistem
perkotaan yang didorong atau dipercepat
pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan
bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun
berupa badan usaha;
 menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada
pusat-pusat pelayanan yang sudah ditetapkan pada huruf
a, seperti kemudahan pengurusan ijin, pembebasan
biaya IMB, pengurangan pajak diberikan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang; dan
 penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku
pembangunan atau pemanfaatan ruang.
(3) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan melalui:
 penetapan pusat-pusat pelayanan dalam sistem
perkotaan yang dibatasi pertumbuhannya atau
pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan
diinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang
dibatasi/tidak diperbolehkan; dan
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 Menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan
untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi
seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya perijinan yang
tinggi, pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau
berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.
d. Arahan Sanksi
(1) Ketentuan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk
mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan peraturan
perundang–undangan bidang penataan ruang.
(2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 sanksi administratif;
 sanksi pidana; dan
 sanksi perdata.
(3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi
adminstratif meliputi:
 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota
Makassar; dan/atau
 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi,
izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan
bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang–undangan yang diberikan oleh pejabat
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berwenang.
Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
meliputi:
 peringatan tertulis;
 penghentian sementara kegiatan;





 pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 denda administratif.
E. Peran Masyarakat Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota
Makassar
Pembangunan Kota Makassar saat ini semakin berkembang pesat.
Maraknya pengalihfungsian lahan menjadi kawasan industri, kawasan
perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemukiman,
jaringan transportasi serta sarana dan prasarana menyebabkan
minimnya ruang terbuka hijau di kota ini. Padahal dengan adanya ruang
terbuka hijau di berbagai sudut kota dapat meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul
akibat pembangunan kota.
Pembangunan perumahan di berbagai penjuru kota Makassar
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mestinya mampu mendongkrak jumlah luasan dari ruang terbuka hijau
yang dimana dibebankan kepada pihak pengembang sesuai dengan
UU No. 1 Tahun 2001 dimana Membangun rumah, perumahan,
Perumahan dan Kawasan Permukiman haruslah dibarengi dengan
membangun Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (selanjutnya
disebut PSU) yang termasuk juga di-dalamnya ruang terbuka hijau.
Ketidakpuasan dalam pembangunan yang serba deterministik,
tertutup, melupakan kepentingan manula, kelompok marjinal membuat
kiranya masyarakat perlu mendapatkan porsi partisipasi yang lebih
besar dalam pembangunan kotanya.22
Dalam hal memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau privat
sebesar 10 % di Kota Makassar maka peran serta masyarakat
merupakan unsur yang sangat penting dalam hal pengadaan,
pemeliharaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Maka kesadaran
masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai paru-paru
kota sangat diperlukan.
Dari sisi lain, sebenarnya ada beberapa upaya hukum yang
dapat dilakukan masyarakat sebagai tindakan preventif apabila
pemerintah dianggap lalai dalam mengedepankan kepentingan
lingkungan pada pembangunan di Kotanya, Salah satunya dengan
melakukan gugatan actio popularis atau lebih biasa dikenal dengan
isltilah citizen lawsuit.
22 Budiharjo eko, Reformasi Perkotaan, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014
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Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) pada intinya adalah
mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab
Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga
Negara yang memang dalam sejarahnya Citizen Lawsuit pertama kali
diajukan terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di Negara-
negara common law.
Hingga saat ini, aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota
Makassar kurang disosialisasikan oleh pemerintah terkait kepada
masyarakat secara umum, sosialisasi pemerintah kota makassar
perihal RTH masih lebih banyak merujuk ke pihak swasta atau
perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
kepada masyarakat  atau biasa dikenal dengan istilah CSR (Corporate
Social Responsibilty).
Padahal peran serta masyarakat umum dalam pengelolaan
ruang terbuka hijau dinilai sangat penting utamanya dalam hal
pengawasan guna menjaga ruang terbuka hijau sebagai paru-paru
tetap dalam koridor tujuannya, bahkan besarnya pastisipasi
masyarakat juga dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam
membangun kesadaran masyarakat secara umum.
Untuk mencapai hal yang demikian tersebut maka kiranya
diperlukan konsistensi pemerintah dan juga perilaku/peran serta
masyarakat agar bersikap konsisten antara apa yang dia pikirkan
dengan yang dilakukan, hal yang demikian ini dapat ditingkatkan
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melalui pembelajaran tentang lingkungan sejak dini dan sosialisasi
sehingga masyarakat tidak hanya tahu tentang pentingnya faktor
lingkungan tetapi juga mengetahui peran serta masyarakat itu sendiri





Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta
pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang
penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Makassar Yang Dilakukan
Oleh Pemerintah Kota Makassar, yakni:
a. Mengintegrasikan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
kedalam Peraturan Daerah RTRW Kota Makassar sesuai apa
yang diamanatkan didalam UUPR, yaitu “RTH minimal 30% dari
luas wilayah Kota” dalam upaya merealisasikan keberadaan RTH
yang sesuai dengan tujuannya,
b. Membentuk sebuah badan koordinasi sebgai media koordinasi
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah  dengan tujuan penataan
ruang yang lebih efektif dan efisien namun untuk saat ini masih
belum berfungsi maksimal.
c. Mengintegrasikan substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang kedalam :
1) Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
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2) Arahan Pemanfaatan Ruang,
d. Menyusun suatu instrumen berupa arahan yang digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah Kota Makassar penegakan hukum berupa
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Hambatan Pemerintah Kota Makassar dalam pengadaan RTH
berupa kurang efektifnya koordinasi antar SKPD, Pengaturan sanksi
yang dinilai belum tegas, kurangnya anggaran, belum lengkapnya
data aset lahan daerah termasuk PSU, masih banyak aset lahan
daerah yang belum disertifikasi, dan kurangnya kerjasama dengan
stakeholder terkait, serta masih terbatasnya kegiatan pengadaan
lahan melaui pembebasan lahan untuk RTH publik.
3. Peran masyarakat dalam pemenuhan RTH masih minim, untuk RTH
yang bersifat privat masih lebih banyak merujuk ke pihak swasta
atau perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
atau biasa dikenal dengan istilah CSR.
4. Dari hasil identifikasi RTH yang dilakukan di tahun ini, didapatkan
penambahan luasan RTH di Kota Makassar dengan luas 59,53 atau
bertambah sebesar 0,5% dari luas wilayah Kota Makassar
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B. Saran
1. Persentase RTH Kota Makassar yang diperoleh dari hasil identifikasi
masih kurang dari kebutuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari luas
wilayah kota sehingga perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota
Makassar untuk menambah luas RTH dan menjadikan RTH sebagai
salah satu kegiatan  prioritas pembangunan sesuai dengan amanat
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Pesatnya pembangunan Kota Makassar  dengan berbagai mega
proyek yang dicanangkan oleh Walikota Makassar akan
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan terhadap lahan yang bisa
dijadikan sebagai RTH dalam beberapa tahun kedepan. Untuk itu
perlu kiranya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dapat
menjalankan fungsi kontrol dan pendataan yang lebih intensif secara
berkala untuk meningkatkan luasan RTH Kota Makassar.
3. Dengan pesatnya pembangunan yang terjadi di Kota Makassar,
perlu kiranya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar
untuk melakukan kajian kembali mengenai upaya-upaya untuk
meningkatkan luasan RTH Kota Makassar di tahun-tahun yang akan
datang, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan
Penyusunan Masterplan RTH Kota Makassar untuk mencari tahu
potensi-potensi lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH dan
mengamankan-nya.
